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KEDUDUKAN DAN HAK BANK TERHADAP HAK 
PREFEREN UPAH BURUH DALAM KEPAILITAN

Oleh:
I Wayan Sukatra1

Abstract
The Bank is the creditor holder of the right of security of material in the form of 
mortgage right, categorized as separatist creditor. Insurers’ rights to land and 
other property related to the land, namely the right of Dependent, are the security 
rights imposed on the Land Rights referred to in UU no. 5 of 1960 on the UUPA. 
This separatist position can execute its right as if there was no bankruptcy”. 
The right to sell on its own powers under Article 6 of the UUHT which is the 
embodiment of the right of the creditor’s rights holder to the other creditor and 
does not require any further approval to the debtor to execute the guarantee 
goods. The Bank as a Separatist Creditor has a separate and irrevocable position 
and rights on the collateral pledged against it, whilst the preemptive right of wage 
workers with a pre-emptive right, when the enterprise is declared bankrupt or 
liquidated, wages and other rights of workers or workers constitute Debt which 
must be preceded by the payment, in Bankruptcy in Indonesia the position and 
the prefensity level is under separatist creditor. The notion of precedence here is 
not elaborated further and in detail that the wage bill must take precedence over 
any creditor, thereby leading to a legal confusion of both separatist creditors 
and other preferred creditors.
Keywords: Banks, wages, bankruptcy

Abstrak
Bank merupakan kred�tor pemegang hak jam�nan atas kebendaan berupa hak 
tanggungan,  masuk sebaga� kred�tor separat�s. Tanah sebaga� jam�nan dan 
benda-benda yang berhubungan dengan tanah dapat d�katakan sebaga� hak 
Tanggungan ya�tu hak jam�nan yang d�jad�kan beban atas kebendaan sesua� 
yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agrar�a  ( UU No.5 Tahun 1960.) 
Kedudukan separat�s �n� b�sa mengamb�l haknya sepert� t�dak ada putusan pa�l�t.  
Adapun hak tersebut  adalah hak untuk menjual sebaga�mana benda tersebut hak 
m�l�knya sesua� ketentuan dalam Pasal 6 UUHT .merupakan perwujudan dar� hak  
kred�tor separat�s terhadap kred�tor la�nnya dan t�dak memerlukan persetujuan 
lag� kepada deb�tor untuk melakukan eksekus� atas barang jam�nannya. Bank 
sebaga� Kred�tor Separat�s mempunya� kedudukan dan hak yang terp�sah dan 
t�dak dapat d�kurang� atas barang jam�nan yang d�agunkan terhadapnya, sementara 
hak prefens� upah buruh yang mem�lk� hak d�dahulukan, dan b�la perusahaan 
d�nyatakan pa�l�t atau l�ku�das�, pembayaran tag�han/utang dan tag�han la�nnya  
dar� pekerja   harus mendapatkan pr�or�tas karena dalam Kepa�l�tan d� Indones�a 
kedudukan dan t�ngkat prefensinya adalah  d� bawah kred�tor separat�s.
Kata kunc�: Bank, upah buruh, pailit
 
1  Kepol�s�an Daerah Bal�, ema�l : sukatra_wayan@yahoo.co.�d
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I. PENDAHULUAN
Pada jaman global�sas� dan 

dengan telah d�lakukan pengesahan  
beberapa perjanj�an �nternas�onal 
d� b�dang perdagangan dan jasa, 
maka sangat d�butuhkan peraturan-
peraturan perundang-undangan d� 
b�dang perekonom�an, khususnya 
sektor Perbankan. Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1992 perlu d�lakukan 
penyempurnaan untuk dapatnya 
meng�kut� perkembangan hukum 
�nternas�onal  d� b�dang  perdagangan 
barang dan/atau jasa d� era 
global�sas�.2

Berdasarkan Undang-Undang 
No. 10 tahun 1998 tentang perubahan 
atas UU No. 7 tahun 1992 tentang 
perbankan. Pasal 1 ayat (2) def�n�s� bank 
adalah badan usaha yang mengh�mpun 
dana dar� masyarakat dalam bentuk 
s�mpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kred�t dan 
atau bentuk-bentuk la�nnya dalam 
rangka men�ngkatkan taraf h�dup rakyat 
banyak.  Sedangkan Pasal 21 ayat (11) 
UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan 
yang d�maksud dengan kred�t adalah 
penyed�aan uang atau tag�han yang 
dapat d�samakan, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan p�njam 
mem�njam antar bank dengan 
p�hak la�n ya�tu mewaj�bkan p�hak 
pem�njam untuk melunas� utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan 
pember�an bunga.

2  Djon� S. Gazal� dan Rachmad� Usman, 2012, 
Hukum Perbankan, S�nar Graf�ka, Jakarta, 
hlm. 11

Bank adalah kred�tor pemegang 
hak jam�nan atas kebendaan  d�sebut  
kred�tor separat�s.  Pasal 1 UU No. 4 
Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan 
yang menyatakan bahwa: “Hak 
Tanggungan atas tanah beserta 
benda-benda yang berka�tan dengan 
tanah, uang selanjutnya d�sebut hak 
Tanggungan, adalah hak Jam�nan 
yang d�bebankan pada Hak atas tanah 
sebaga�mana d�maksud dalam UU 
No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, 
ber�kut atau t�dak benda-benda la�n 
yang merupakan satu kesatuan dengan 
tanah �tu untuk pelunasan utang 
tertentu yang member�kan kedudukan 
d�utamakan kepada kred�tor separat�s 
dalam melaksanakan hak-hak separat�s 
nya dar�pada kred�tor la�nnya. 

Ada beberapa aturan terka�t 
dengan jam�nan pember�an kred�t, 
antara la�n adalah Pasal 1131 KUH 
Perdata yang berbuny�: 
 “Segala barang-barang /

kebendaan seorang deb�tor 
ba�k yang bergerak maupun tak 
bergerak,   ba�k yang sudah ada 
maupun yang akan ada, menjad� 
jam�nan untuk per�katan-
per�katan perorangan deb�tur 
�tu”. 

“Selanjutnya dalam Pasal 1132 
KUH Perdata berbuny�: 
 “Barang-barang/kebendaan 

tersebut dalam Pasal 1131 
menjad� jam�nan bersama 
bag� semua kred�tur  dan has�l 
penjualan barang-barang/
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kebendaan tersebut d�bag� 
d�antara kred�tur se�mbang 
menurut besar kec�lnya/
perband�ngan p�utang mas�ng-
mas�ng kecual� b�la d� antara para 
kred�tur �tu ada alasan-alasan 
sah untuk d�dahulukan sepert� 
antara la�n p�utang dengan hak 
privilege, gada� dan h�pot�k”.

Berdasarkan teor�, kred�tor 
d�bag� menjad� 2 jen�s ya�tu kred�tor 
dengan jam�nan (secured creditor) 
yang terd�r� dar� pemegang hak 
gada� dan atau hak f�duc�a (jam�nan 
benda bergerak), serta pemegang hak 
tanggungan dan atau h�potek (jam�nan 
benda t�dak bergerak) dan satu lag� 
kred�tor tanpa jam�nan (unsecured 
creditor) yang dapat mem�l�k� hak 
�st�mewa (ba�k umum maupun khusus) 
ataupun t�dak. Walaupun mem�l�k� 
ke�st�mewaan d�band�ng hak-hak 
yang d�m�l�k� orang berp�utang pada 
umumnya, dengan , pos�s�/kedudukan 
pemegang hak �st�mewa pada dasarnya 
mas�h berada d� bawah pemegang 
hak gada�/h�potek, dengan beberapa 
perkecual�an untuk urutan tersebut, 
sepert� m�salnya b�aya-b�aya perkara 
atau tag�han pajak.

Tag�han pembayaran upah 
buruh sebaga� hak �st�mewa umum, 
sebaga�mana d�atur d� dalam Pasal 
95 ayat (4 ) UU No. 13/2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang mengatur: 
Dalam hal perusahaan d�nyatakan pa�l�t 
atau d� l�ku�das� berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 

maka upah dan hak-hak la�nnya dar� 
pekerja/buruh merupakan utang yang 
d�dahulukan pembayarannya.  Kata 
“d�dahulukan” d�tempatkan setelah 
pelunasan terhadap  hak-hak Negara 
dan para kred�tor separat�s yang 
merujuk pada Buku Dua Bab XIX KUH 
Perdata dan Pasal 21 UU No. 6 Tahun 
1983 yang d�ubah oleh UU No. 9 Tahun 
1974. D� s�n� hak Negara d�tempatkan 
sebaga�  pemegang pertama, d��kut� 
oleh kred�tor separat�s (pemegang hak 
tanggungan, gada�, fiducia, h�pot�k). 
Pengert�an d�dahulukan d� s�n� t�dak 
d�jelaskan leb�h lanjut dan terper�nc� 
bahwa atas tag�han upah buruh �n� 
harus d�dahulukan dar� kred�tor mana 
saja, seh�ngga menyebabkan terjad�nya 
suatu kerancuan hukum ba�k kred�tor 
separat�s maupun kred�tor preferen 
la�nnya.

Berdasarkan latar belakang d� atas, 
maka dapat d�rumuskan permasalahan 
adalah pertama baga�manakah 
Kedudukan Hukum dan Hak Bank 
Sebaga� Kred�tor Separat�s Terhadap 
Jam�nan Kebendaan Atas Pembag�an 
Has�l Eksekus� Barang Jam�nan 
Deb�tor Pa�l�t?, kedua baga�manakah 
pengaturan Hak Preferen Upah Buruh 
Terhadap Kred�tor Separat�s Dalam 
Kepa�l�tan D� Indones�a?

Untuk or�g�nal�tas dar� jurnal �n�, 
maka akan d�cantumkan  penel�t�an-
penel�t�an sebelumnya, untuk 
membukt�kan bahwa penel�t�an tersebut 
m�r�p akan tetap� permasalahannya 
dan b�dang kaj�annya berbeda antara 
la�n Pertama, S�nkron�sas� Pengaturan 
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Tentang Kedudukan Hukum Antara 
Kred�tor Separat�s Dan Buruh Terka�t 
Dengan Pembayaran Utang Dalam 
Putusan Kepa�l�tan oleh Mohammad 
F�kr� Ichsan dar� Un�vers�tas 
Braw�jaya. Kedua, Perl�ndungan 
Pekerja/Buruh Dalam Hal Pember�an 
Upah  Perusahaan Yang Terkena Pa�l�t 
oleh Grace V�na dar� Un�vers�tas Atma 
Jaya Yogyakarta.

Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah 
Tujuan umum untuk mengembangkan 
�lmu hukum pada umumnya, khususnya  
Kedudukan Hukum dan Hak Bank 
Sebaga� Kred�tor Separat�s Terhadap 
Jam�nan Kebendaan Atas Pembag�an 
Has�l Eksekus� Barang Jam�nan 
Deb�tor Pa�l�t dan untuk d�jad�kan 
referens� baga�manakah pengaturan 
Hak Preferen Upah Buruh Terhadap 
Kred�tor Separat�s Dalam Kepa�l�tan 
d� Indones�a.

Sedangkan tujuan khususnya 
adalah untuk mengkaj�, memaham� 
dan menemukan hal-hal yang berka�tan 
dengan aspek normat�f. Kedudukan 
Hukum dan Hak Bank sebaga� Kred�tor 
Sparat�s Terhadap Jam�nan Kebendaan 
Atas Pembag�an Has�l Eksekus� 
Barang Jam�nan Deb�tor Pa�l�t serta 
untuk mengkaj� dan member� solus� 
hukumnya tentang Upah Buruh 
Terhadap Kred�tor Separat�s Dalam 
Kepa�l�tan D� Indones�a.

II. METODE PENELITIAN
Jen�s penel�t�an yang d�gunakan 

adalah penel�t�an hukum normat�f ya�tu 
penel�t�an mengena� asas-asas, norma, 

ka�dah dar� peraturan perundang-
undangan, putusan pengad�lan, 
perjanj�an serta doktr�n (ajaran)”. 
Bahan hukum yang d�dapat akan 
d�anal�s�s secara mendalam, hol�st�k 
dan komprehens�f. Penggunaan metode 
anal�s�s secara kual�tat�f d�dasarkan 
pada keberagaman bahan hukum yang 
d�anal�s�s, dan s�fat dasar bahan hukum 
yang d�anal�s�s adalah komprehens�f.

III. HASIL DAN  
PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Hukum dan 
Hak Bank sebagai Kreditor 
Sparatis terhadap Jaminan 
Kebendaan atas Pembagian 
Hasil Eksekusi Barang 
Jaminan Debitor Pailit
Kred�tor Separat�s mempunya� 

kedudukan dan hak yang d�dahulukan, 
terp�sah dan t�dak dapat d�kurang� 
atas barang jam�nan yang d�agunkan 
terhadapnya. Beberapa aturan terka�t 
dengan jam�nan pember�an kred�t, 
antara la�n adalah Pasal 1131 KUH 
Perdata yang berbuny�: 
  “Segala barang-barang /

kebendaan seorang deb�tor 
ba�k yang bergerak maupun tak 
bergerak,   ba�k yang sudah ada 
maupun yang akan ada, menjad� 
jam�nan untuk per�katan-
per�katan perorangan deb�tur 
�tu”. 

Selanjutnya dalam Pasal 1132 
KUH Perdata berbuny�: 
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 “Barang-barang/kebendaan 
tersebut dalam Pasal 1131 
menjad� jam�nan bersama 
bag� semua kred�tur  dan has�l 
penjualan barang-barang/
kebendaan tersebut d�bag� 
d�antara kred�tur se�mbang 
menurut besar kec�lnya/
perband�ngan p�utang mas�ng-
mas�ng kecual� b�la d� antara para 
kred�tur �tu ada alasan-alasan 
sah untuk d�dahulukan sepert� 
antara la�n p�utang dengan hak 
privilege, gada� dan h�pot�k.

Berdasarkan ketentuan Pasal 
1132 KUH Perdata dapat d�s�mpulkan 
bahwa kedudukan p�hak pember� 
p�njaman dapat d�bedakan atas 
dua golongan ya�tu kred�tor yang 
mempunya� kedudukan ber�mbang 
sesua� dengan p�utang mas�ng-mas�ng 
yang d�sebut dengan kred�tor konkuren 
dan kred�tor yang mempunya� 
kedudukan d�dahulukan dar� p�hak 
pember� p�njaman yang la�n berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang 
d�sebut dengan kred�tor Preferen. 
Dalam perkembangannya, terdapat 
satu jen�s kred�tor yang kedudukan 
dan haknya d�p�sahkan dar� kred�tor 
la�nnya yang d�kenal dengan kred�tor 
Separat�s ya�tu kred�tor yang mem�l�k� 
jam�nan hutang kebendaan yang berupa 
pemegang Hak Tanggungan, h�pot�k, 
gada�, fiducia.3 Jam�nan kebendaan 
yang banyak d�m�nta oleh bank adalah 
tanah dan bangunan karena mempunya� 

3  Ib�d, hlm.93

prospek yang sangat menguntungkan 
dan d�angap pal�ng efekt�f dan aman 
dalam pembebanan hak tangungan, 
kepast�an hukum dan eksekus�nya.  
Dalam tahap anal�sa terhadap jam�nan 
hutang yang d�ajukan p�hak deb�tor 
perlu d�adakan pen�la�an oleh bank 
sebelum d�ter�ma sebaga� obyek 
jam�nan atas kred�t yang d�ber�kan. 
Pen�la�an d�l�hat dar� seg� hukum dan 
ekonom�.  Dar� seg� hukum apakah 
jam�nan/agunan �tu d�n�la� telah aman 
dan t�dak akan men�mbulkan sengketa  
d� kemud�an har�, sedangkan dar� seg� 
ekonom�  perlu d�lakukan anal�sa secara 
mendalam apakah jam�nan/agunan 
tersebut mampu membayar lunas kred�t 
yang telah d�ca�rkan oleh bank kepada 
deb�tor tersebut.  Jam�nan pember�an 
kred�t bank tersebut pada hak�katnya 
berfungs� untuk menjam�n kepast�an 
akan pelunasan hutang deb�tor b�la 
deb�tor c�dera janj� atau d�nyatakan 
pa�l�t.4 Apab�la d� kemud�an har� 
deb�tor wanprestas� dan t�dak melunas� 
hutangnya kepada bank sesua� dengan 
ketentuan dalam perjanj�an kred�t, 
maka akan d�lakukan penjualan 
atas obyek jam�nan kred�t tersebut 
d�mana has�l penjualan jam�nan kred�t 
d�perh�tungkan oleh bank untuk 
pelunasan utang deb�tor yang telah 
d�nyatakan macet. Penjualan benda-
benda tersebut dapat terjad� melalu� 
penjualan d� muka umum karena 
adanya janj� terleb�h dahulu (parate 
executie) terhadap benda-benda  

4 Djon�.S. Gazal�, 2010, Hukum Perbankan, 
S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm.270
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tertentu yang d�paka� sebaga� jam�nan. 
Juga dapat terjad� karena penjualan 
setelah adanya peny�taan (beslag) 
atau karena adanya kepa�l�tan.5 Pada 
set�ap eksekus� benda jam�nan (gada�, 
h�pot�k, fiducia dan hak tangungan) 
undang-undang member�kan hak 
kepada kred�tor untuk menjual obyek 
hak tanggungan melalu� lelang yang 
telah d�ber�kan oleh undang-undang 
send�r� kepada kred�tor pemegang 
hak tangungan.6 Kred�tor pemegang 
hak separat�s yang mempunya� 
prefens� terhadap hak tanggungan 
yang d�pegangnya. Parate Executie 
dapat d�katakan merupakan sarana 
perl�ndungan hukum bag� kred�tor 
separat�s yang dapat mempercepat 
pelunasan p�utang kred�tor separat�s 
atas c�dera janj� dar� deb�tor. Sela�n 
menggunakan alternat�ve penyelesa�an 
berupa parate executie, d� dalam 
b�dang pern�agaan, apab�la deb�tor 
t�dak mampu ataupun deb�tor t�dak 
mau untuk membayar hutangnya 
kepada kred�tor (d�sebabkan oleh 
s�tuas� ekonom� yang sul�t atau keadaan 
terpaksa), maka telah d�s�apkan suatu 
p�ntu darurat untuk menyelesa�kan 
persoalan tersebut ya�tu d�kenal dengan 
lembaga kepa�l�tan dan penundaan 
pembayaran.7 Dalam Pasal 1 angka 
1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
5 Sr� Soedew� Masjchoen Sofwan, 2007, 

Hukum Jaminan di  Indonesia, L�berty Offset, 
Yogyakarta, 2007, hlm.3

6 Herowat� Poesoko, 2007, Parate Eksekusi 
Obyek Hak Tanggungan, Laksbang Press�ndo, 
Jogyakarta, hlm. 247

7 Za�nal Az�k�n, 2002, Hukum Kepailitan dan 
Penundaan Pembayaran di Indoensia, PT. 
Raja Graf�ndo Persada, Jakarta, hlm.25

2004 tentang Kepa�l�tan dan Penundaan 
Kewaj�ban Pembayaran utang (UU 
KPKPU) Kepa�l�tan d�art�kan sebaga� 
s�ta umum atas semua kekayaan 
deb�tor pa�l�t yang pengurusan dan 
pemberesan nya d�lakukan oleh 
curator d� bawah pengawasan Hak�m 
Pengawas. Kepa�l�tan merupakan 
proses d�mana seorang deb�tor yang 
mempunya� kesul�tan keuangan untuk 
membayar utangnya d�nyatakan pa�l�t 
oleh Pengad�lan N�aga, d�karenakan 
deb�tor tersebut t�dak dapat membayar 
utangnya. Kepa�l�tan merupakan 
s�ta umum yang mencakup seluruh 
kekayaan deb�tor untuk kepent�ngan 
kred�tor nya. Tujuan kepa�l�tan adalah 
pembag�an kekayaan deb�tor oleh 
curator kepada semua kred�tor dengan 
memperhat�kan hak-hak mereka 
mas�ng-mas�ng. Melalu� s�ta umum 
tersebut, d�h�ndar� dan d�akh�r� s�ta 
eksekus� oleh para kred�tor secara 
send�r�-send�r�. Dengan dem�k�an 
para kred�tor harus bert�ndak 
secara bersama-sama (Concursus 
creditorium) sesua� dengan azas  
sebaga�mana d�tetapkan dalam Pasal 
1131 dan pasal 1132 KUH Perdata.8  
Undang-Undang Kepa�l�tan d�bentuk 
untuk member�kan perl�ndungan  
hukum bag� kred�tor dalam memperoleh 
akses terhadap harta kekayaan deb�tor 
yang d�nyatakan pa�l�t. Kred�tor harus 
memperoleh kepast�an bahwa has�l 
penjualan agunan dan asset deb�tor 

8 Ard�an Suted�, 2010, Hukum Perbankan Suatu 
T�njauan Pencuc�an uang, Merger, L�ku�das� 
dan Kepa�l�tan, S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm. 
190 
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dapat d�gunakan sebaga� sumber 
pelunasan p�utang melalu� putusan 
pengad�lan n�aga yang ada.9

Bank merupakan kred�tor 
pemegang hak jam�nan atas kebendaan 
berupa hak tanggungan d�kategor�kan 
sebaga� kred�tor separat�s. Pasal 1 
UUHP yang menyatakan bahwa:
 “Hak Tanggungan atas tanah 

beserta benda-benda yang 
berka�tan dengan tanah, 
uang selanjutnya d�sebut 
hak Tanggungan, adalah hak 
Jam�nan yang d�bebankan pada 
Hak atas tanah sebaga�mana 
d�maksud dalam UU No. 5 
Tahun 1960 tentang UUPA, 
ber�kut atau t�dak benda-
benda la�n yang merupakan 
satu kesatuan dengan tanah �tu 
untuk pelunasan utang tertentu 
yang member�kan kedudukan 
d�utamakan kepada kred�tor 
separat�s dalam melaksanakan 
hak-hak separat�snya dar�pada 
kred�tor la�nya”.

Dalam undang-undang 
Ketenagakerjaan Penerapan hak 
mendahulu atas utang upah buruh 
harus d�batas� kewenangannya secara 
jelas ya�tu dengan mengajukan 
tag�hannya hanya terbatas pada barang 
yang bukan agunan atau jam�nan 
kebendaan bank j�ka bank melakukan 
eksekus� send�r� atas barang jam�nan 
yang d�jam�n dengan hak Tanggungan. 
9  J. Andy Hartanto, 2015, Hukum Jam�nan dan 

Kepa�l�tan, LaksBang Just�t�a, Surabaya, hlm. 
26

Berdasarkan salah satu Pasal dalam 
UU ketenagakerjaan ya�tu Pasal 95 
ayat (4) menyatakan bahwa  dalam 
hal perusahaan d�nyatakan pa�l�t atau 
d� l�ku�das� berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 
maka upah buruh dan hak-hak la�nnya  
dar� pekerja/buruh berupa utang yang 
d�dahulukan pembayarannya. Namun 
dalam pelaksanaan putusan pa�l�t, kata 
“d�dahulukan” d�tempatkan setelah 
pelunasan terhadap  hak-hak Negara 
dan para kred�tor separat�s yang 
merujuk pada Buku Dua Bab XIX KUH 
Perdata dan Pasal 21 UU No. 6 Tahun 
1983 yang d�ubah oleh UU No. 9 Tahun 
1974. D� s�n� hak Negara d�tempatkan 
sebaga�  pemegang pertama, d��kut� 
oleh kred�tur separat�s (pemegang hak 
tanggungan, gada�, fiducia, h�pot�k). 
Ketentuan Pasal tersebut dapat d�n�la� 
men�mbulkan ket�dakpast�an hukum 
dalam penerapannya.

Kred�tor Separat�s adalah 
kred�tor pemegang hak jam�nan atas 
kebendaan, yang dapat bert�ndak 
send�r�, merupakan golongan kred�tor 
yang t�dak terkena ak�bat putusan 
pernyataan pa�l�t deb�tor. Kred�tor 
golongan �n� dapat menjual send�r� 
barang-barang yang menjad� jam�nan, 
seolah-olah t�dak ada kepa�l�tan. 
Namun hak �n� d�tangguhkan selama 
90 har� (masa stay) j�ka deb�tor 
d�nyatakan pa�l�t oleh pengad�lan 
n�aga. Dalam Pasal 55 Undang-Undang 
Kepa�l�tan dan Penundaan Kewaj�ban 
Pembayaran Utang (UUK-PKPU)  
menyebutkan Kred�tor separat�s ya�tu 
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kred�tor pemegang Gada�, Jam�nan 
F�duc�a, hak Tanggungan, H�pot�k atau 
Hak agunan atas kebendaan la�nnya. 
Bank selaku kred�tor separat�s yang 
mand�r� berdasarkan Undang-Undang 
Hak Tanggungan (UUHT) maupun 
selaku kred�tor pemohon pa�l�t berhak 
melakukan eksekus� atas barang 
jam�nan deb�tor pa�l�t dalam rangka 
pemenuhan p�utangnya.  

Kedudukan separat�s �n� dapat 
terl�hat dalam ketentuan Pasal 55 ayat 
(1) UUK-PKPU yang menyatakan 
bahwa:
 “Dengan tetap memperhat�kan 

ketentuan sebaga�mana 
d�maksud dalam Pasal 56, Pasal 
57, dan Pasal 58, set�ap kred�tor 
Pemegang Gada�, Jam�nan 
F�duc�a, Hak Tangungan, 
H�tpot�k atau Hak agunan 
atas kebendaan la�nnya, dapat 
mengeksekus� haknya seoleh-
oleh t�dak terjad� kepa�l�tan”.

Apab�la d�l�hat dar� makna 
kred�tor separat�s �n�, maka Undang-
Undang member�kan kedudukan 
yang terp�sah dar� kred�tor la�nnya 
dalam mengamb�l pelunasan 
p�utangnya seolah-olah t�dak terjad� 
kepa�l�tan atau kred�tor separat�s 
dapat melakukan eksekus� secara 
mand�r� d�luar kepa�l�tan. Oleh karena 
sudah adanya kedudukan yang jelas, 
maka akan men�mbulkan hak-hak 
bag� kred�tor separat�s ya�tu hak 
yang d�ber�kan oleh hukum kepada 
kred�tor pemegang hak jam�nan untuk 

tetap dapat melaksanakan hak-hak 
eksekus�nya mesk�pun deb�tor telah 
d�nyatakan pa�l�t. Hak untuk menjual 
atas kekuasaan send�r� berdasarkan 
Pasal 6 UUHT yang merupakan 
perwujudan dar� hak separat�s 
kred�tor pemegang hak tanggungan 
terhadap kred�tor la�nnya dan t�dak 
memerlukan persetujuan lag� kepada 
deb�tor untuk melakukan eksekus� atas 
barang jam�nannya. Undang-Undang 
member�kan hak berupa waktu 2 bulan 
sesua� ketentuan Pasal 59 ayat (12)  
UUK-PKPU untuk melakukan eksekus� 
secara mand�r� dan terp�sah dar� harta 
pa�l�t sebelum seluruh pemberesan nya 
d�serahkan pada kurator.  

 
3.2. Pengaturan Hak Preferen Upah 

Buruh terhadap  Kreditor 
Separatis dalam Kepailitan di 
Indonesia
Buruh adalah manus�a 

b�asa, yang mem�l�k� hasrat akan 
terpenuh�nya kebutuhan pokok dalam 
keh�dupannya: sandang, pangan dan 
papan, hasrat tersebut dapat terwujud 
apab�la buruh mendapatkan hak-
haknya atas kesejahteraan yang ada 
padanya ya�tu secara umum berupa 
pembayaran upah ket�ka bekerja dan 
ket�ka berhent� bekerja.  Pember� kerja/
perusahaan mem�l�k� tanggung jawab  
atas pemenuhan hak-hak tersebut, 
setelah sebelumnya  perusahaan 
telah mendapatkan hak-haknya baru 
buruh ya�tu kerja yang menghas�lkan 
barang dan/atau jasa-jasa.  Tag�han 
upah buruh mem�l�k� hak prefens� 
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d�dahulukan terhadap kred�tor la�n 
dalam pembag�an p�utangnya apab�la 
deb�tor dalam keadaan pa�l�t. Pasal 95 
ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang menyebutkan: 
 “Dalam hal perusahaan 

d�nyatakan pa�l�t atau l�ku�das� 
berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku, maka upah dan hak-hak 
la�nnya  dar� pekerja atau buruh 
merupakan utang yang harus 
d�dahulukan pembayarannya”.

Pengert�an d�dahulukan d� 
s�n� t�dak d�jelaskan leb�h lanjut 
dan terper�nc� bahwa atas tag�han 
upah buruh �n� harus d�dahulukan 
dar� kred�tor mana saja, seh�ngga 
menyebabkan terjad�nya suatu 
kerancuan hukum ba�k kred�tor 
separat�s maupun kred�tor preferen 
la�nnya.    

Dalam Pasal 1149 but�r ke 4 
KUH Perdata yang menggolongkan 
utang upah buruh sebaga� kred�tor 
preferen hak previlege golongan 
umum.  Mun�r berpendapat bahwa  
KUH Perdata mengategor�kan tag�han 
tenaga kerja sebaga� general statutory 
priority dalam Pasal 1149 but�r ke 4 
KUH Perdata seh�ngga kedudukannya 
d� bawah kred�tor separat�s.   Dar� 
ke dua ketentuan �n� tampak  t�dak 
adanya suatu batasan dan pos�s� yang 
cukup jelas bag� hak prefens� tag�han 
upah buruh dan UU TK sepert� halnya 
pada tag�han utang pajak. Hanya 
KUH Perdata yang menempatkan 

tag�han upah buruh sebaga� general 
statutory priority seh�ngga kedudukan 
dan t�ngkat prefensi  utang upah 
buruh adalah tetap d� bawah kred�tor 
separat�s.      

IV. KESIMPULAN  
Berdasarkan has�l pembahasan 

d� atas maka dapat d�tar�k kes�mpulan 
adalah Bank sebaga� Kred�tor 
Separat�s mempunya� kedudukan dan 
hak yang d�dahulukan, terp�sah dan 
t�dak dapat d�kurang� atas barang 
jam�nan yang d�agunkan terhadapnya. 
Pengaturan Hak Preferen Upah Buruh 
Terhadap Kred�tor Separat�s dalam   
Kepa�l�tan d� Indones�a kedudukan 
dan t�ngkat prefensinya adalah d� 
bawah kred�tor separat�s. Oleh karena 
�tu kepada pemer�ntah dan �nstaas� 
terka�t  dengan berlakukan UU No. 
37 Tahun 2004 tentang Kepa�l�tan dan 
Penundaan Kewaj�ban Pembayaran 
Utang, dapat mengakomod�r masalah 
pengembal�an (pembayaran) p�utang 
kred�tor, seh�ngga dapat terlaksana 
dengan ad�l, cepat, terbuka dan 
efekt�f.  Penerapan hak mendahulu 
atas utang upah buruh harus d�batas� 
kewenangannya secara jelas dalam 
undang-undang  Ketenagakerjaan 
ya�tu dengan mengajukan tag�hannya 
hanya terbatas pada barang yang bukan 
agunan atau jam�nan kebendaan bank 
j�ka bank melakukan eksekus� send�r� 
atas barang jam�nan yang d�jam�n 
dengan hak Tanggungan.
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